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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

   1. Kesimpulan  

Berdasarkan pada tinjauan kepustakaan serta didukung oleh sumber hukum primer 

maupun sekunder, maka dari apa yang menjadi topik dalam permasalahan ini dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Terdapat perbedaan pengaturan dalam Kepmenperindag 350/2001 dengan HIR. 

Dalam Pasal 42 ayat 2 Kepmenperindag 350/2001 yang dibutuhkan agar suatu 

putusan BPSK dapat dieksekusi adalah penetapan dari pengadilan negeri 

sedangkan dalam HIR yang dibutuhkan adalah permohonan yang diajukan ke 

pengadilan negeri. Perbedaan ini telah diselesaikan dengan dikeluarkannya Pasal 7 

Perma 1/06 yang memperjelas bahwa yang dibutuhkan agar suatu putusan BPSK 

dapat dieksekusi adalah pengajuan permohonan oleh pihak yang “dimenangkan” 

oleh BPSK. Jika pihak yang “dimenangkan” adalah konsumen, maka konsumen 

yang harus mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Perma 1/06. 

Berbeda halnya dengan jika yang “dimenangkan” adalah pelaku usaha, maka 

pelaku usaha tidak perlu membayarkan ganti rugi kepada konsumen.  

 2. Saran 

Kepmenperindag 350/2001 sebagai peraturan lebih lanjut dari UUPK sebagai 

peraturan yang mengatur tugas dan wewenang BPSK harus memperhatikan 

perbedaan yang dapat menghambat terlaksananya eksekusi putusan BPSK. Hal yang 

dimaksud adalah pencantuman syarat-syarat apa saja yang harus dipenuh BPSK 

agar suatu putusan BPSK dapat diterima oleh pengadilan negeri untuk dikeluarakan 

penetapan. Kepmenperindag 350/2001 perlu disesuaikan dengaj Perma 1/06 yaitu  
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dalam hal dibutuhkan permohonan buka penetapan pada Pengadilan Negeri. Dengan 

dilakukan perubahan tersebut maka Kepmenperindag 350/2001sesuai dengan 

ketentuan dalam HIR. 
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